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A. Alasan Pemilihan Judul 

Sistem perpajakan d1 Indonesia menganut sistem ··self Asessment" artinya 

wajib pajak diberikan kepercayaan dan tanggung jawab umuk menghitung, 

membayar. dan mclaporkan sendiri Surat Pcmbcritahuan (SPT) Pajak Penghasilan., 

rnemotong atau rnemungut pajak penghasilan pihak lain dan memberikan bukli 

potong/pungut (I>Ph Pasal 21/26. Pasal 22. Pasal 2� dan PPh Fina l) serta menerbitkan 

faktur pajak untuk dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan peraturan 

perpajakan yang berlaku. 

Dinamisnya Peraturan Pcrpajakan scjalan dcngan pcrkcmbangan sosial ekonomi 

mengakibatkan terjadinya beberapa kali penabahan Undang-undang Pajak 

Penghasilan yaitu Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan 

telah mengalami dua kah pcrnbahan yaitu Cndang-undang �o IO Tahun 1994 dan 

terakhir dengan Undang-undang No. 17 Tahun 2000 Selaln Undang-undang 1er5ebu1 

diatas, masih terdapat peraturan dibawah undang-undang sebagai petunjuk p elaksana 

tcknis da lapangan yang tcrtuang dalam kebijakan pemerintah berupa Surat Edara.n, 

Kcputusan Kcputusan. dan Pcraturan Pemerintah. 

Peru-;anaan '!>Cbagai Wa)il:> Pa)ak l:>anyak meng,alami mmi\wya mekamsme 

pdaksanaan kewajiban perpajakan yang menambah beban usaha sehingga 
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membutuhl-an penangganan khusus untuk menyelesaikan 1-ewajiban perpajakannya. 

\1enjadi hal vaug sangat lazim apabila kemudian dalam praktek pemenuhan 

1-ewajiban perpajakan di ncgara kita mi sering lC1J8d1 kebingungan dan ketidaktahuan 

wajib pajak akan peraturan yang sedang berlaku dan kadang kala berubah yang 

berakibat mcrugikan kepcnting,an dunia bisrns mereka 

Laporan Keuangan yang 1elah disusun oleh perusahaan sangat dibmuhkan oleh 

manajemen peru..<;ahaan dan pengguna informasi lainnya Lembaga Pemerinrah dalam 

hal ini berkepemmgan dengan kegiatan keuangan suatu badan usaha untuk tu1uan 

perpajakan. Dalam Laporan keuangan terdapat pertedaan pengakuan penghasilan dan 

beban perusahaan :.ecara akuntansi komersial yang tunduk pada p1insip dalam SAK 

(Standar Akuntansi Kcuangan) dan secara Akuntansi Pajak yang berpedoman pada 

Lndang-undang Nomor 17 l'ahun 2000 mcnycbabl-an pcrlunya koreksi fiskal positip 

(1-orek;.i yang menyebabkan laba Jiskal menjadi lebih besar) dan koreksi negatip 

lkoreksi yang menyebabkan laba fiskal men.1ad1 lebih kecil) cerhadap akun-akun 

dalam laporan laba rugi komersial untuk memperoleh laba bersih fiskal yang 

diperlukan untuk menghitung pajak penghasilan yang terutang dalam satu lahun pajak 

Disamping itu dalam PSAK No 46 dijelaskan tentang pcrbcdaan wakUJ dan Letap 

amara akuntansi komersial dengan akuntansi pajak penghasilan tcrhadap pcngakuan 

beban dan penghas1 Ian perusahaan. 

Berdasarka11 Laporan Pa1ak PT Amal Tani :-.Jedan umuk SPT Masa PPh Pasal 

: I. PPh Pasal 23. PPh Pasal 4 Aya1 (2) Final. PPh Pasal 25 Masa dan Laporan SPT 

PPh Pa.sat 21 Tahunan dan SPT PPh Pasal 25 Tahunan tahun pajak 2003. semuanya 
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